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ABSTRAK 

 Pemerintah mengeluarkan produk hukum yang tertuang pada peraturan 

pemerintah No. 34 Tahun 2016. Peraturan Pemerintah tersebut membawa perubahan 

terhadap pengenaan pajak terutama pajak bagi penjualan tanah dan/atau bangunan. 

Penurunan pajak penjual karena peraturan tersebut tidak serta merta meringankan biaya 

pengenaan pajak pada sektor jual beli tanah dan/atau bangunan, dilakukan Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) berdasarkan ketentuan yang ada pada peraturan pemerintah 

tersebut merubah harga kesepakatan dengan harga pasar. Pada dengan UU BPHTB 

pengenaan pajak yang akan dibayarkan berdasarkan perolehan karena jual beli telah 

diatur pada Pasal 6, dengan ketentuan bahwa jika yang diperoleh dari nilai jual objek 

pajak (NJOP) lebih kecil dari nilai perolehan objek pajak (NPOP) maka yang 

dipergunakan adalah NPOP. Sehingga pada transaksi jual beli menjadi lebih lama karena 

adanya validasi dari KPP. Melalui PP tersebut apakah pemerintah membatasi kebebasan 

berkontrak dalam perjanjian jual beli tanah dan/atau bangunan dan dalam hal pengenaan 

pajak apakah pemerintah dapat mengintervensinya dalam suatu perjanjian. Untuk hal 

tersebut maka penelitian yuridis normatif ini bertujuan mengetahui batasan pemerintah 

melakukan intervensi terhadap perjanjian jual beli tanah dan/atau bangunan melalui PP 

No. 34 Tahun 2016 yang tidak sesuai dengan UU BPHTB dan mengetahui batasan 

kebebasan berkontrak dalam perjanjian jual beli tanah dan/atau bangunan pada PP No. 34 

Tahun 2016. Karena adanya sistem self assessment maka unsur kepercayaan terhadap 

harga objek jual beli yang berdampak pada pemasukan pajak harus dapat memberikan 

kemudahan dengan sistem tersebut. Peranan pemerintah memang terbatas pada fungsinya 

sebagai penyeimbang, dan pemerintah dapat melakukan intervensi ekonomi/pasar dengan 

syarat jika mekanisme pasar gagal dalam hal ini pemerintah masuk dalam pasar/ekonomi 

untuk menyeimbangkan, perlu dicatat hanya sebagai penyeimbang. Sebagai bentuk 

pelaksanaan kesejahteraan masyarakat dan sistem self assessment dari pemungutan pajak, 

maka unsur kepercayaan terhadap harga objek jual beli yang berdampak pada 

pembayaran pajak harus dapat berjalan karena sudah menjadi sistem dari pajak tersebut 

yang memberikan kemudahan dengan sistem self assessment yang mana masyarakat 

dapat menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang kepada negara. 

 

Kata Kunci : Pajak, Kebebasan Berkontrak, Pemerintah 
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